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Identifikasi Masalah

1. Masalah apa yang ingin diselesaikan melalui komitmen ini?

Siapa yang terpengaruh? Di mana masalah ini terjadi? Bagaimana mereka terpengaruh?
Kapan mereka paling terpengaruh? Kapan masalah ini mulai? Berapa lama masalah
tersebut telah mempengaruhi kelompok/individu yang terpengaruh?

Populasi penyandang disabilitas di Indonesia saat ini sebanyak 26 juta jiwa (BPS 2021)
atau setara dengan jumlah penduduk negara Australia. Penyandang disabilitas merupakan
kelompok rentan sebagai imbas kurangnya akses informasi yang memadai. Tiap jenis
disabilitas memiliki akomodasi berupa teknologi asistif yang digunakan dalam
kesehariannya mengakses informasi digital. Sayangnya, teknologi asistif ini hanya bisa
bekerja dengan maksimal jika informasi digital tersebut (baik berupa dokumen, website,




aplikasi, maupun konten digital lainnya) dibuat dengan memenuhi asas dan standar
aksesibilitas digital.

Penyandang disabilitas masih tidak dapat berpartisipasi sebagai warga negara yang aktif
dan tidak bisa berperan sebagai pengguna layanan publik karena hambatan aksesibilitas
digital. Masalah ini muncul sejak dicanangkannya Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) pada 2018 silam. SPBE mendorong transformasi digital pemerintah
untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas pelayanan
publik, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Namun transformasi digital belum memasukkan unsur aksesibilitas digital sebagai bagian
penting dari proses digitalisasi yang inklusif. Hal ini berdampak besar bagi kelompok
rentan seperti penyandang disabilitas. Akibatnya, penyandang disabilitas menghadapi
kesulitan dalam mengakses layanan penting untuk kehidupan sehari-hari karena platform
digital, termasuk dokumen digital tidak dibuat dengan mempertimbangkan aksesibilitas.
Hambatan ini berpengaruh terhadap kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas
SDM dan daya saing khususnya dalam memperoleh akses pendidikan, pekerjaan,
transportasi, perbankan, hingga penghidupan yang layak.

Apa penyebab permasalahan tersebut?

Jabarkan pemahaman Anda tentang penyebab masalah tersebut. Sebaik mungkin,
identifikasikan akar permasalahannya. Gunakan alat analisis masalah (cth: problem tree,
five whys, diagram fishbone, atau metode terkait lainnya) jika diperlukan dan sertakan
bukti saat memungkinkan.

PROBLEM E3ED = B =

DEFINITION What are downstream effects? P caon i
PwD experience

What is the core problem, Poor quality of life
its upstream causes and
its downstream effects?

i

GLOSSARY

- VIP=
P "f:v'vm Visually Impaired

L People
Disabilties (Blind & Low Vision)

People with Disabilities (PwD) are unable to
access various digital based public services
Alty = (web/app); including the ones essential for

Digital Accessibility daily life (eg: banking, transportation, grocery,
soucaL job openings, covid info) because those app/
P & website are not created with accessibility in

mind/involved PwD in the process.

What are upstream causes?




Sumber:_Suarise (2022) Decentralized Development Lab - GIZ.pdf

Rendahnya partisipasi penyandang disabilitas bermula dari kondisi lingkungan yang masih
menganggap disabilitas sebagai pengguna minoritas pada produk/layanan digital.
Disabilitas tidak dianggap sebagai kelompok pengguna target yang dituju saat
membangun web/aplikasi digital.

Kemudian terdapat kesenjangan visibilitas pada penyandang disabilitas, misalnya non
disabilitas yang jarang berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Hal ini menyebabkan
mereka memiliki pemahaman yang terbatas mengenai bagaimana penyandang disabilitas
berinteraksi dengan layanan publik digital.

Hal ini berakar dari kurangnya pengetahuan mengenai aksesibilitas digital dalam
sistem pendidikan dan prosedur standar profesional. Disamping itu, sektor pemerintah
dan swasta menganggap pengembangan platform digital, termasuk dokumen digital yang
layak akses memerlukan alat dan sumber daya baru. Pada kenyataannya, meningkatkan
aksesibilitas tidak selalu menuntut alat dan sumber daya tambahan dengan biaya tinggi.

Tantangan lain yang dihadapi yakni terbatasnya tenaga ahli di Indonesia yang
memahami topik aksesibilitas digital, baik dari kalangan pengembang, perancang, ahli
disabilitas, maupun pembuat kebijakan. Tidak semua ahli disabilitas menyadari adanya
panduan aksesibilitas digital karena isinya yang sangat teknis dan ditujukan bagi
pengembang dan perancang website dan aplikasi. Meski demikian, terdapat panduan
yang lebih umum yang bisa diterapkan dalam keseharian, seperti untuk pembuatan
dokumen digital dan konten media sosial.

Kesalahpahaman umum seputar aksesibilitas digital, diantaranya penyediaan situs
web/aplikasi/dokumen digital yang berbeda untuk setiap disabilitas; penyediaan
informasi untuk penyandang disabilitas harus dipisahkan dari populasi
non-disabilitas; serta kebutuhan sumber daya tambahan seperti alat khusus yang
membutuhkan dana tidak sedikit untuk mengembangkan informasi. Padahal sebenarnya,
tidak diperlukan pemisahan web/aplikasi/dokumen digital atau informasi yang berbeda
antara disabilitas dan non disabilitas. Sementara itu, kebutuhan sumber daya dapat
menyesuaikan dengan kemampuan organisasi.

Selain minimnya pemahaman, ditemukan pula penerapan aksesibilitas digital yang
tidak tepat. Sebagai contoh, sebuah situs web memiliki accessibility overlay, sebuah tools
yang diletakan di laman website sebagai bentuk akomodasi. Keberadaan fitur tersebut
sebenarnya cukup membantu low vision dan disleksia, tetapi masih butuh penyesuaian
kembali dalam adaptasi dengan pembaca layar. Tunanetra dan low vision umumnya
mengakses informasi secara mandiri menggunakan pembaca layar yang sudah terpasang
pada perangkat digital (ponsel cerdas dan desktop) mereka masing-masing. Sehingga
penerapan accessibility overlay dapat menimbulkan tumpang tindih audio yang
mengganggu pengguna untuk memahami informasi yang sedang diakses pada situs
tersebut. Padahal website tersebut belum memenuhi standarisasi aksesibilitas, baik itu
WCAG 2.0 maupun WCAG 2.1.

Selanjutnya bila dibandingkan dengan Amerika Serikat, Eropa, maupun Australia,
Indonesia belum memiliki regulasi pemerintah mengenai aksesibilitas digital. Saat ini



https://drive.google.com/file/d/1T5VFQAQHFetfSbUk-NBni6MFqCrpc8S5/view?usp=sharing

Indonesia sudah memiliki regulasi tentang disabilitas (UU No.8/2016) yang merupakan
ratifikasi UN CRPD, tetapi tidak menyebutkan aksesibilitas digital untuk inklusi
disabilitas. UU tersebut hanya menyebutkan aksesibilitas infrastruktur fisik, tetapi belum
menjangkau infrastruktur non fisik atau infrastruktur digital yang layak akses bagi
disabilitas.

Kesalahpahaman dan keterbatasan kompetensi ini terjadi karena tidak adanya panduan
teknis untuk penerapan aksesibilitas level nasional. Ketidakberadaan panduan ini
memberi celah interpretasi subjektif bagi tiap K/L maupun instansi pelaksana lainnya.
Usulan terkait panduan dan standarisasi konten digital yang aksesibel juga diutarakan dari
peserta yang terdiri dari dinas dan partisipan saat Suarise terlibat di Dialog Para
Pemangku Kepentingan Xl pada bulan Juni silam. Panduan ini menjadi acuan teknis
dalam implementasinya dari pusat maupun daerah dalam distribusi informasi yang bisa di
diseminasi, dipelajari, dan ditelaah setiap kembali implementasi aksesibilitas dibutuhkan.

Deskripsi Komitmen

1. Apa yang telah dilakukan sejauh ini untuk mengatasi permasalahan tersebut?

Solusi apa yang telah diupayakan untuk masalah ini di tahun-tahun sebelumnya?
Seberapa sukses upaya tersebut?

Pemerintah telah mulai memikirkan implementasi aksesibilitas, meski implementasinya
masih sektoral dan belum optimal. Sebagai contoh, Mahkamah Agung melalui website
pengadilan negeri di seluruh Indonesia telah menggunakan fitur tambahan Accessibility
Overlay yang ditempelkan ke website masing-masing Pengadilan Negeri. Hanya saja,
implementasi ini kurang tepat karena websitenya sendiri tidak mengikuti pakem standar
internasional (WCAG) dan penggunaan overlay ini mengintervensi penggunaan teknologi
asistif yang biasa digunakan disabilitas dalam kesehariannya.

Komitmen pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam
menjembatani kesenjangan digital untuk masa depan Indonesia terbukti dengan
terbentuknya Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia (Bakti Kominfo). Saat ini fokus
Bakti Kominfo untuk meningkatkan literasi informasi dan komunikasi (TIK) bagi disabilitas
dan penyediaan internet di daerah 3T (terluar, terdepan, tertinggal). Aksesibilitas digital
yang layak bagi disabilitas memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena berdampak
langsung tidak hanya bagi sektor teknologi, tapi juga ekonomi maupun pendidikan, dan
pengembangan smart city yang inklusif.

Secara regulasi, beberapa sektor telah menerbitkan aturan terkait inklusi yang melibatkan
disabilitas sebagai kelompok rentan, seperti PP Nomor 114 Tahun 2020 terkait Strategi
Nasional Keuangan Inklusif, PP Nomor 42 Tahun 2020 terkait Aksesibilitas Terhadap




Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang
Disabilitas, Namun demikian, aturan tersebut masih merupakan regulasi yang minim
panduan pelaksanaan di ranah digital.

Organisasi Penyandang Disabilitas pun (OPD) secara langsung terlibat dalam penyusunan
kebijakan di berbagai daerah. Salah satunya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI
Jakarta mengenai penyandang disabilitas yang tahun 2022 ini hampir mendekati final
untuk tahap pengesahan setelah sekitar lima tahun dimatangkan. Kebijakan ini mengatur
tentang pelaksanaan, penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang
disabilitas. Poin penting yang dibahas diantaranya kebijakan aksesibilitas dan akomodasi
yang layak bagi penyandang disabilitas, termasuk menyediakan informasi dalam bentuk
yang dapat diakses dan dipahami sesuai ragam jenis disabilitas. Hanya saja, poin-poin
standardisasi aksesibilitas digital sebagaimana terdapat dalam standar internasional belum
disebutkan.

Suarise pada 10 Juni hingga 18 Juli 2022 lalu berpartisipasi dalam Dialog Multi Pemangku
Kepentingan (MSPD) untuk membahas upaya mewujudkan layanan publik digital yang
terintegrasi dan inklusif. Dalam pertemuan tersebut, Suarise menyampaikan topik
“‘Menciptakan Sistem Layanan yang Inklusif dan Ramah untuk Semua”, serta menyusun
rekomendasi kebijakan untuk DKI Jakarta.

Sejak tahun 2020 Suarise aktif melakukan advokasi terkait aksesibilitas ke beragam
profesional di bidang teknologi dan pengembangan aplikasi melalui inisiasi komunitas
A11yID (Aksesibilitas Indonesia). Suarise rutin menyelenggarakan diskusi dan sharing
session mengenai urgensi aksesibilitas digital setiap bulan kepada mahasiswa,
profesional, UI/UX, designer, developer, dan siapapun yang tertarik pada isu aksesibilitas
untuk disabilitas. Hingga saat ini anggota komunitas via telegram a11yID telah mencapai
485 members dengan 22 sesi sharing session dan menghadirkan pembicara expert
teknologi baik di level nasional maupun internasional, seperti e-bay dan ASOS.

Kepada pembuat platform, Suarise senantiasa melakukan review aksesibilitas melalui
video #TantanganAksesibilitas, sosialisasi dan pelatihan aksesibilitas yang ditujukan bagi
pengembang platform (desainer, developer, ux, dan writer), serta disability user testing
bersama dengan penyandang disabilitasnya langsung. Sasarannya meliputi pihak BUMN,
swasta, maupun organisasi non-profit lainnya, diantaranya GoJek, UN Indonesia, Telkom
design, dan SAFENet.

Selain itu Suarise rutin melakukan survey kepada komunitas disabilitas terkait kendala
aksesibilitas yang mereka hadapi sekaligus melibatkan langsung penyandang disabilitas
dalam beragam advokasi ke perusahaan, dan pengetesan aksesibilitas dari sebuah
platform. Dikarenakan animo dari praktisi dan akademisi semakin tinggi, dan
dibutuhkannya data sebagai tolak awal untuk mendasari transformasi digital yang
berlandaskan data (data-driven), Suarise kini sedang menggembangkan aplikasi
pelaporan aksesibilitas digital bernama Ba11y.

Ba11y merupakan platform yang menampung laporan dari penyandang disabilitas dan
menyalurkan laporan tersebut ke instansi maupun perusahaan terkait. Platform Ba11y
diupayakan menjadi wadah dan sebagai bagian dari evaluasi kelembagaan platform digital



https://t.me/a11yID

yang dapat diadaptasi untuk Kota Pintar yang menargetkan pelayanan publik, sektor
privat, dan perguruan tinggi.

Solusi apa yang diusulkan?

Apa yang akan dilakukan untuk memecahkan permasalahannya? Bagaimana solusi ini
berbeda dengan upaya-upaya sebelumnya? Dalam cara apa solusi ini akan memecahkan
permasalahannya? Bagaimana solusi ini akan memecahkan permasalahannya? Apakah
solusi ini akan memecahkan permasalahannya secara keseluruhan atau sebagian?
Bagian apa dari masalah akan dipecahkan melalui solusi, jika tidak dipecahkan secara
keseluruhan?

Sebagian besar web/aplikasi digital layanan pemerintah, termasuk dokumen digital tidak
menyertakan aksesibilitas digital sebagai bagian dari proses pembangunan komunikasi
inklusif. Hal ini membuat implementasi asas keterbukaan informasi publik belum optimal.
Sehingga tidak mendukung prinsip kesetaraan dan keadilan bagi seluruh rakyat, termasuk
penyandang disabilitas.

Oleh karena itu dibutuhkan pedoman aksesibilitas digital untuk sektor pelayanan publik
termasuk layanan informasi yang menerapkan prinsip universal design yang layak akses
bagi semua, termasuk bisa diakses oleh seluruh jenis disabilitas. Aksesibilitas digital
penting untuk mewujudkan transparansi informasi, partisipasi publik, dan tata kelola
pemerintahan yang inklusif. Perwujudan aksesibilitas digital dapat dimulai dengan
menyusun pedoman aksesibilitas untuk dokumen digital.

Pedoman pelaksanaan nasional dapat diterbitkan untuk memperjelas rincian pelaksanaan
serta disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi maupun budaya di negara setempat.
Pedoman nasional sering kali mencakup sarana implementasi, sumber daya, manual,
tutorial, pedoman, daftar periksa pengadaan perangkat lunak, prosedur publikasi, acuan
prioritas, dan perangkat yang dapat diakses dan diunduh oleh organisasi. Kebijakan dan
pedoman nasional ini nantinya dapat diatur lebih lanjut di tingkat provinsi dan/atau
kabupaten/kota. Dengan adanya panduan, mispersepsi dan kesalahan dalam tahap
implementasi bisa dihindari dan/atau dikurangi.

Hasil apa yang ingin dicapai dengan mengimplementasi komitmen ini?

Output apa yang ingin dihasilkan? Perubahan apa dalam pengetahuan, keterampilan, dan
kapasitas yang ingin dicapai? Perubahan apa dalam perilaku, sistem, dan praktik yang
ingin dihasilkan?

Output yang akan dihasilkan yakni Pedoman Aksesibilitas Dokumen Digital di Indonesia
yang dapat digunakan menjadi panduan utama pemerintah membuat dokumen layak
akses bagi seluruh rakyat, termasuk penyandang disabilitas.




Keberadaan panduan aksesibilitas digital untuk dokumen digital dapat digunakan menjadi
modul pengembangan kompetensi dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan
dokumen digital. Implementasi pedoman ini diharapkan mulai dari Kominfo, diikuti oleh
setiap K/L, di level pemerintah pusat dan daerah, hingga swasta, LSM, dan OPD
mengimplementasikan dalam setiap dokumen digital yang dipublikasikan, utamanya pada
masyarakat luas.

Hal ini bertujuan membuka akses informasi seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat tanpa
terkecuali. Melalui transparansi akses informasi maka tata kelola pemerintah yang baik
akan terwujud dalam setiap pelayanan publik digital yang pada akhirnya dapat
meningkatkan partisipasi publik dalam setiap program pembangunan nasional,
pencegahan disinformasi, misinformasi, dan malinformasi, serta berkontribusi pada
pertambahan PDB Indonesia.

Analisa Komitmen

Pertanyaan Jawaban (jika tidak berlaku, isi dengan N/A)

1. Bagaimana komitmen ini akan | Aksesibilitas digital dalam dokumen digital akan
mendorong transparansi? mewujudkan transparansi informasi publik. Sejalan
Bagaimana komitmen ini akan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14
meningkatkan akses masyarakat | Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
terhadap informasi dan data? Pasal 2, maka aksesibilitas digital mendukung
Bagaimana komitmen ini akan Informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh
membuat pemerintah lebih pengguna informasi publik.
transparan terhadap Aksesibilitas digital dalam dokumen digital dapat
masyarakat? mengurangi terjadinya misinformasi, disinformasi, dan

berita hoaks bagi seluruh pengguna informasi.
Masyarakat  termasuk  penyandang  disabilitas
mendapat kesempatan yang sama mendapatkan
pengetahuan, dan literasi digital. Literasi digital bagi
penyandang disabilitas tidak akan terwujud dengan
maksimal tanpa didukung implementasi aksesibilitas
digital yang baik. Terwujudnya peningkatan
kesempatan yang sama di berbagai bidang sehingga
mendorong partisipasi publik.

2. Bagaimana komitmen ini akan Melalui keterbukaan informasi dan peningkatan
menumbuhkan akuntabilitas? partisipasi publik, Aksesibilitas digital dalam dokumen

digital dapat meningkatkan pelayanan publik kepada
masyarakat yang pada akhirnya mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang inklusif. Tata kelola ini

Bagaimana komitmen ini akan
membantu institusi publik
menjadi lebih akuntabel




terhadap masyarakat?
Bagaimana komitmen ini akan
memfasilitasi kemampuan
masyarakat untuk mempelajari
kemajuan dari implementasi?
Bagaimana komitmen ini akan
mendukung sistem monitoring
dan evaluasi yang transparan?

memastikan dukungan dalam mewujudkan kesetaraan,
partisipasi, dan toleransi yang melibatkan lingkungan,
rasa hormat, keterkaitan antar kelompok, serta
perbedaan (etnis, suku, ras, budaya, agama, gender,
dan marjinal).

Tata kelola pemerintahan inklusif penting untuk
mewujudkan semboyan negara Bhinneka Tunggal lka
yang mengedepankan persatuan, kesatuan,
kerukunan, kemajemukan, dan inklusi sosial dalam
negara demokratis. Perwujudan tata kelola ini dapat
dimulai dari perencanaan RPJMN, RPJMD, kebijakan,
serta komitmen pemerintah dari level pusat hingga
level daerah.

Komitmen ini memfasilitasi penyandang disabilitas
untuk menjadi aktor proaktif dan independen dalam
mempelajari sebuah informasi dalam format digital,
sebagaimana ditekankan dalam UN CRPD yang
diratifikasi melalui UU No. 8 Tahun 2016 untuk
mengubah paradigma penyandang disabilitas dari
sebelumnya objek menjadi subjek pelaku. Hal ini juga
menjawab  tantangan dan pertanyaan yang
diungkapkan pada sesi UN Assembly terkait status
aksesibilitas digital di Indonesia pada bulan Agustus
2022 silam.

Jika sudah adanya pedoman dan pengesahan
peraturan yang berlaku, maka evaluasi yang dilakukan
baik dari praktisi, penyandang disabilitas, maupun
lembaga audit profesional memiliki dasar acuan yang
sama. Lebih jauh, jika ada pihak-pihak yang
melaporkan tingkat aksesibilitas digital sebuah
informasi yang telah dipublikasikan, perbaikan bisa
dilakukan  secara objektif dan tidak hanya
berlandaskan persepsi subjektif pelapor maupun
instansi terkait.

Bagaimana komitmen ini akan
meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam
mendefinisikan,
mengimplementasikan, dan
memonitor solusi?

Bagaimana komitmen ini akan
melibatkan masyarakat dan

Aksesibilitas digital membantu semua masyarakat,
termasuk  penyandang disabilitas dan lansia
mengetahui berbagai program kebijakan publik. Pada
akhirnya hal tersebut dapat mendorong tingkat
partisipasi masyarakat di berbagai bidang, diantaranya
partisipasi politik, ekonomi digital, transportasi publik,
dan tenaga kerja inklusif.




kelompok masyarakat secara Dalam partisipasi politik, aksesibilitas digital dapat
proaktif? memenuhi dan melindungi hak pilih masyarakat
termasuk penyandang disabilitas. Tingkat partisipasi
penyandang disabilitas  tahun 2019  dalam
menggunakan hak pilih mengalami peningkatan, tetapi
tantangan yang dihadapi yakni adanya keterbatasan
informasi. Penyandang disabilitas  mengalami
keterbatasan dalam mengakses informasi pemilu, serta
informasi mengenai calon anggota legislatif dan
eksekutif'.

Dalam ekonomi digital, aksesibilitas digital dapat
membantu pelaku UMKM penyandang disabilitas untuk
mengoptimalkan penggunaan perangkat digital yang
relevan dan memaksimalkan capaian dalam inklusi
ekonomi. Aksesibilitas digital memungkinkan
penyandang disabilitas mengakses e-commerce,
layanan perbankan digital, dompet digital, pengelolaan
saham maupun uang digital, hingga pinjaman lunak
untuk kebutuhan pengembangan bisnis.

Selain itu, aksesibilitas membuka peluang kenaikan
transaksi ekonomi secara online. Penggunaan
ecommerce yang bisa diakses disabilitas akan
membantu mereka mengetahui informasi detail dari
suatu produk, misalnya informasi warna, ukuran, berat,
bentuk, harga dan informasi lainnya. Semakin lengkap
informasi yang diperoleh pada suatu produk, maka
dapat meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat.

Dalam transportasi publik, aksesibilitas digital
memudahkan penyandang disabilitas mengetahui
informasi seputar rute, jadwal, tarif, termasuk info bila
ada keadaan tidak terduga seperti
keterlambatan/perubahan/penundaan jadwal, dan info
kecelakaan. Aksesibilitas digital juga membuka
peluang informasi mengenai moda transportasi
terintegrasi lebih luas.

Kemudian aksesibilitas digital dapat menciptakan
tenaga kerja inklusif. Sebuah studi dari Organisasi
Perburuhan Internasional (ILO) menyebutkan bahwa

' Pradana, Jaa. 2021. Partisipasi Penyandang Dlsabilitas Terus Naik, Abhan Harap Pemilu 2024 kian
Ramah. Bawaslu.go.id. Diakses pada 5 Agustus 2022 melalui
https://www.bawaslu.go.id/id/berita/partisipasi-penyandang-disabilitas-terus-naik-abhan-harap-pemilu-20
24-kian-ramah
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pengecualian penyandang disabilitas dari angkatan
kerja dapat mengakibatkan hilangnya PDB sebesar 3
hingga 7 persen?.

Melalui aksesibilitas digital, peluang bagi tenaga kerja
inklusif untuk mengembangkan kompetensi,
mengirimkan lamaran pekerjaan, bekerja jarak jauh,
serta profesi baru di bidang digital akan terbuka lebih
lebar.

Saat ini, pengembangan kompetensi dan keprofesian
bagi penyandang disabilitas cenderung monoton dan
sifatnya dibuatkan sesi khusus tersendiri. Dengan
aksesibilitas  digital, setiap insan penyandang
disabilitas bisa mempelajari bidang keilmuan dan
keahlian yang diminati secara mandiri tanpa menunggu
adanya sesi khusus.

21LO. Inklusi Penyandang Disabilitas. llo.org. Diakses pada 17 Agustus 2022 melalui
https:/www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-—asia/—ro-bangkok/—ilo-jakarta/documents/publication/wc

ms_233426.pdf



https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf

Perencanaan Komitmen

(Ini proses perencanaan awal yang melihat ukuran keberhasilan dan output yang diharapkan, serta pemangku kepentingan utama
yang terlibat.)

Ukuran Keberhasilan

(Ukuran Keberhasilan
adalah bagian dari
serangkaian tindakan
atau peristiwa yang,
ketika dijalankan, akan
mengarah pada
pencapaian hasil yang
ingin dicapai komitmen.)

Output yang Diharapkan

(Output adalah hasil konkret, dapat
diverifikasi secara objektif yang merupakan
produk langsung dari kegiatan yang
dilaksanakan atau diimplementasikan.)

Tanggal
Penyelesaian
yang
Diperkirakan

Pemangku Kepentingan

Penyusunan pedoman
aksesibilitas digital
untuk dokumen digital
(Word, PowerPoint, dan
PDF) melalui FGD

1. FGD mengenai urgensi pedoman
aksesibilitas digital untuk dokumen
digital bagi Kominfo (Pengelola
Data/PPID Kominfo/Kehumasan),

2. Identifikasi dan Pemetaan data
dokumen digital di Kementerian
Kominfo yang layak akses, serta
Keterlibatan dalam survey mini
identifikasi kebutuhan keterbukaan data
digital bagi disabilitas,

Januari - Juni
2023

Penanggungjawab Utama:

Pemangku Kepentingan Pendukung

KI/L OMS Others (e.g.,
Parliament,
Private
Sector etc)
Kominfo -




Kajian identifikasi pemetaan data
dokumen digital Kementerian Kominfo
yang layak akses

FGD mengenai urgensi aksesibilitas
digital untuk dokumen digital bagi
Pemerintah (Pengelola Data/PPID
KL/Kehumasan KL)

Identifikasi data dokumen digital di K/L
(mekanisme permohonan tertulis
kepada K/L)

Juli - Desember
2023

Kominfo - -

Hasil identifikasi/pemetaan dokumen
digital pemerintah

Penyusunan pedoman aksesibilitas
digital untuk dokumen digital (Word,
PowerPoint, dan PDF)

Januari-Juni
2024

Kominfo - -

Sosialisasi Pedoman aksesibilitas
digital untuk dokumen digital (Word,
PowerPoint, dan PDF) kepada
pemerintah (Pengelola Data/PPID
KL/Kehumasan KL)

Juli-Desember
2024

Kominfo - -

Keterlibatan dan
pemberian masukan
dalam Penyusunan
pedoman aksesibilitas
digital untuk dokumen
digital (Word,
PowerPoint, dan PDF)
melalui FGD

Keterlibatan dalam FGD mengenai
urgensi pedoman aksesibilitas digital
untuk dokumen digital bagi Pemerintah
(Word, Pdf, PowerPoint, Excel) dan
memberi masukan dalam identifikasi
dan pemetaan data dokumen digital di
Kementerian Kominfo yang layak
akses,

Januari - Juni
2023

Penanggungjawab Utama:

Pemangku Kepentingan Pendukung

K/L OMS Others (e.g.,
Parliament,
Private

Sector etc)




Survey mini identifikasi kebutuhan
keterbukaan data digital bagi disabilitas,

Suarise

Kajian mengenai identifikasi/pemetaan
kebutuhan keterbukaan data bagi
disabilitas,

Keterlibatan dalam FGD mengenai
urgensi aksesibilitas digital untuk
dokumen digital bagi Pemerintah
(Pengelola Data/PPID KL/ Kehumasan
KL),

Terlibat dan memberi masukan dalam
Identifikasi data dokumen digital di K/L
(mekanisme permohonan tertulis
kepada KI/L),

Juli - Desember
2023

Suarise

FGD bersama perwakilan Organisasi
Penyandang Disabilitas,

Terlibat dan memberi masukan (tertulis)
dalam Penyusunan pedoman
aksesibilitas digital untuk dokumen
digital (Word, PowerPoint, dan PDF),

Januari-Juni
2024

Suarise

Keterlibatan dalam Sosialisasi
Pedoman aksesibilitas digital untuk
dokumen digital (Word, PowerPoint,
dan PDF) kepada pemerintah
(Pengelola Data/PPID K/L/ Kehumasan
KL),

Juli-Desember
2024

Suarise




PROBLEM
DEFINITION

What is the core problem,
its upstream causes and
its downstream effects?

GLOSSARY

PwD =
People With
Disabilities

VIP =
Visually Impaired
People
(Blind & Low Vision)

Ally =
Digital Accessibility

SUARIS

Comminsioned by malamartad by

* Federal Ministry DECENTRALISED
for Economic Cooperation DEVELOPMENT
and Development LAB

SOCIAL
(education,

cultural)

POLITICAL
Public & Private

What are downstream effects?

PwD experience
Poor quality of life

p

PwD cannot actively
participate in Good
governance and
democracy

PwD dependencies
to caregiver in their
daily activities

t

PwD (always) need someone to
teach them/tell them particular
information because they unable
to search/read it on their own

SOCIAL
(education,

cultural)

VIP/PWD is not part
of research of user
cohort.
[social-adacemic]

.

PwD are not
considered as one
persona when building
a web/app

A

VIP/PWD is percieved as minority
for company/developer to
became their user OR not using
their app/website

t

Many people barely interact with
PwD in daily life/witnessing them
using gadget (Gap of Visibility)
[social - cultural

What are upstream causes?

giZz enpact

)

Limited access to public
and digital services,
even higher education (HE)
options

t

The possibility of a self-
determined life and
participation is
restricted for PwD

t

Limited knowledge/
skill

Lack off Awareness/
Understanding about
digital accessibility for

disability

t

Knowledge, publication, and
study case are available, but
people dont awarae that
'those even exist

A

Digital Accessibility is not part
of academic curriculum in
Indonesia (Design, computer
science, informatics, etc)

0

Many professional are not aware
the differences between usability
and accessibility and how it
correlate with People with
Disabilities

PwD may face life
threatening moment or raise
conflict/ hatred towards
because of false information

t

PwD prone to false
information/HOAX

t

PwD may not unable to verify
information they get whether
it is true or fake through
available hoax buster
website

POLITICAL

Public & Private

Most application that develop under
goverment budget based on tender and
digital accessibility not being include in the
tender

)

Most of website/application that
government create is based on official
tender that it supposed (example) 100
Mio, but the finalize on 50Mio. and that

made some of the important function that
should be there in the first place
[political]-need advocaty s

The existing regulations only
mentions physical accessibility,
There is no digital accessibility

concern for disability (UU No.8/2016)

t

There's no government regulation about
the importance of digital accessibility for
disability eventhough govenrment have
a regulation about disability (UU No.8/
2016) /UN CRPD ratification

ENVIRONMENT

PwD is on high risk in
understanding climate and
disaster information/mitigation
since many information are in

ECONOMIC

TECHNICAL:

infrastructure, data,

PWD cannot gain
or contribute GDP

7 x

Low employment

t

digital

PwD barely participate in
climate/environment
action (eg: plastic

reduction)

A

(Digital based) waste

management are not

accessible for

ECONOMIC

Lack of role models/examples
of ally practices from public
services, companies, and
organisations

)

Digital Accessibility is not a
requirement for product
release/management
[economic - industry]

)

Serving PwD for
service is not ROI
but rather a social/

CSR

)

accessible platform may

take more time/process/

resources and thus more
expensive

)

Most companies and government think

that to make accessible apps / website

for PwD require new tools, new people,

new resource OR it should be a separate
app for each disabilities

PwD

What is the problem?

People with Disabilities (PwD) are unable to
access various digital based public services
(web/app); including the ones essential for
daily life (eg: banking, transportation, grocery,
job openings, covid info) because those app/
website are not created with accessibility in
in the process.

mind/involved PwD

Leads

Public and private missed the
opportunity to potential benefits
when developing accessible app
(revenue, employee loyalty, daily

active users, PR value, etc)

Public and Private
services still othering
PwD as non priority users
(low buying power)

A

Public and Private services are not
aware even though PwD are
minority, it also affect the family/
household, in which can be
significant in numbers/spending
value.

Leads

Low Mobility

A

PwD either stay at
home or rely family/
private vehicle

A

PwD unable to maximise
the fuction of public
transportation services

to

TECHNICAL:
infrastructure, data,

Lack of local expert/
talent

to *

Lack of information resources/
publication/study about digital
accessibility in Indonesia

t

Product team are not
really understand how
to solve the ally issue

i

Accessibility is not part of
SDLC
(software development
lifecycle) process
[economic-industri

Limited opportunity to
professional work.

A

Limited access to
information for VIP
and PWD

participation from
PwD

A

Cannot reach full
potential
[economic]

A

Unsustainable

Infrastructure

PWD depending on other

people to access digital/

online services (including
banking)

A

PWD in general,
especially blind people,
cannot access website/

app properly

A A

Digital

the implementation more

Jakarta/Indonesia Online
Complaint platform haven't
cover ally issue, and only
focus on physical
infrastructure

t

The website / apps creator
mainly focus about visual
design rather than usability
and accessibilty*™*
[technical]

)

Because lack of accessible physical
infrastructure, society mostly barely
meet/interact with PwD and barely
witness how the community use the
app/website/digital devices

t

Accessibility still
perceived as physical
infrastructure only;

[ technical]

expensive if it start from
evaluation compared to
plan it since the

consideration part as
evaluation instead

Digital security risk since
they unable to operate
web/app on their own

A

beginning

Website/app may be
visually pleasing but
not friendly for various
PwD users

Accessibility

planning

HISTORICAL

PwD, especially Blind mainly
perceived as object rather than
active actors. The new approach
just start on 2016, but start to take
seriously in 2020

PWD who want to report ally
issues don't know where to
complaint but on social media
[social-techniocal]

t

PWD complaint about the
inaccessible web/app but their
feedback either 1) ignored 2)not well
understood by platform online, 3)
confuse where to report

t

Website and app
(including public
services) essential to
PwD are not accessible

mindts &
ek e/ss
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